SALINAN

BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 35 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN ANGGARAN 2017

Menimbang

Mengingat

0 1.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

: a. bahwa dalam Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun

2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran
2017, terdapat penulisan nomenklatur organisasi perangkat
daerah yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak Nomor S5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Demak sehingga perlu disesuaikan;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun
2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran
2017,

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

.Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor S5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);



5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 232, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5601);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang
Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5155);



13.

14.

15.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan
Lembaran Negara Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5219);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887);

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008
tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta
Penyampaiannya;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan
Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016
tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor
10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor
10);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 4);
Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Demak Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 (Lembaran
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 12,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 12);



Menetapkan

34. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2014 tentang
Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2014 Nomor 14)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak
Nomor 64 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi
Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten
Demak Tahun 2016 Nomor 64);

35. Peraturan Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 15)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak
Nomor 65 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Bupati Demak Nomor 15 Tahun 2014 tentang Sistem
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah
Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 65);

36. Peraturan Bupati Demak Nomor 30 Tahun 2016 tentang
Standar Biaya Kegiatan dan Honorarium, Biaya
Pemeliharaan dan Standar Harga Pengadaan Barang/Jasa
Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Demak Tahun Angaran
2017 (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor
30);

37.Peraturan Bupati Demak Nomor 74 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2017 (Berita
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 74);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 74 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Demak
Nomor 74 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak
Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Demak
Tahun 2016 Nomor 74) diubah pada BAB VI Pengendalian dan
Pelaporan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Angka I Pengendalian huruf B Pengendalian Kegiatan
dengan uraian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati
ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 2 Agustus 2017

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 3 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

SINGGIH SETYONO
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2017 NOMOR 35

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK
TTD
MUH. RIDHODHIN, SH. MH.
Pembina Tingkat I
NIP. 19650330 199603 1 001




LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 35 TAHUN 2017
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI DEMAK NOMOR 74 TAHUN
2016 TENTANG PEDOMAN
PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB VI

PENGENDALIAN DAN PELAPORAN PELAKSANAAN APBD

L. PENGENDALIAN

B. Pengendalian Kegiatan
Pengendalian dilakukan terhadap semua kegiatan pengadaan
barang/jasa baik yang dilaksanakan secara kontraktual maupun
swakelola

1.

. Pengendalian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Pengendalian Administrasi
Pengendalian terhadap proses dan prosedur administrasi
kegiatan untuk mewujudkan tertib administrasi dan sesuai
ketentuan yang berlaku. Pengendalian administrasi dilakukan
oleh:

1)

2)

3)
4)

S)

Sekretariat Daerah melalui Bagian Administrasi
Pembangunan sebagai Pengendali Administrasi umum;
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan
Pengembangan Daerah  sebagai Pengendali Sasaran
Fungsional Program Kegiatan;

BPKPAD sebagai Pengendali Administrasi Keuangan
Operasional Program /Kegiatan;

Kepala OPD sebagai Pengendali Teknis dan Administrasi
semua program/kegiatan di OPD masing-masing; dan

Untuk OPD yang belum mempunyai tenaga ahli kontruksi,
maka dalam pengendalian teknisnya dibantu Dinas Teknis.

b. Pengendalian Fisik/Lapangan

1)

2)

3)

Pengendalian fisik/lapangan dilakukan dengan cara
pemantauan langsung ke lokasi kegiatan untuk memastikan
pelaksanaan kegiatan sesuai dengan acuan kerja/gambar
desain/spesifikasi teknis dan rencana anggaran biaya.
Pemantau dilakukan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa
Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan, Penerima Hasil Pekerjaan, dan
Pengawas Lapangan/konsultan pengawas;

Waktu Pemantauan lapangan dilaksanakan secara periodik
maupun insidentil.



4) Dalam hal diperlukan, Bagian Administrasi Pembangunan
Sekretariat Daerah dapat mengadakan peninjauan lapangan
dengan tujuan:

e untuk mengamati perkembangan pelaksanaan
kegiatan
e untuk menguji kebenaran laporan yang diterima

. Rapat Koordinasi Pengendalian Kegiatan

Rakor pengendalian kegiatan dilaksanakan sebagai berikut:

1) Tingkat OPD, dilaksanakan pada masing-masing OPD yang
dipimpin oleh Pengguna Anggaran dilaksanakan minimal
sekali dalam sebulan. Hasil Rakor Pengendalian disampaikan
oleh Kepala OPD kepada Bupati cq. Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah dengan
tembusan kepada Kepala Badan Perencanaan Pembangunan,
Penelitian dan Pengembangan Daerah dan Inspektur
Kabupaten.

2) Tingkat Kabupaten yaitu rakor pengendalian kegiatan yang
diikuti oleh semua pengguna anggaran dan dipimpin
langsung oleh Bupati, diselenggarakan oleh Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah.
Pelaksanaannya sekurang-kurangnya 4 (empat) kali dalam
setahun pada setiap akhir triwulan.

. Dalam rangka pemantauan, pengendalian penyelenggaraan
kegiatan pembangunan, maka pada pengajuan pembayaran
pekerjaan kontruksi, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan,
Dokumen Tingkat Kemajuan Pekerjaan wajib diketahui oleh:

1) Asisten Ekonomi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah untuk pekerjaan dengan nilai diatas
Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dan Kepala Bagian
Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah untuk nilai
sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
(DINPUTARU) pada Pekerjaan konstruksi di bidang pekerjaan
umum, tata ruang, dan pertanahan atau Kepala Dinas
Perumahan dan Kawasan Permukiman (DINPERKIM) pada
Pekerjaan konstruksi di bidang Perumahan dan Kawasan
Permukiman pada OPD selain DINPUTARU dan DINPERKIM.

3) Dalam rangka pengendalian keuangan, OPD harus
memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- OPD wajib mengajukan permohonan pencairan GU/LS
paling lambat 2 (dua) bulan sejak kegiatan tersebut
selesai dilaksanakan.

- Dalam hal terjadi pergeseran anggaran pada operasional
kegiatan tanpa merubah besaran alokasi, maka OPD
harus mengajukan permohonan pencairan GU/LS
selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak APBD
Perubahan ditetapkan.



e. Pengendalian Kegiatan Perjalanan Dinas

1)

2)

3)

Agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penggunaan dana
perjalanan dinas yang dibiayai oleh program/kegiatan, maka
Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) ditandatangani oleh
PA/KPA atau atasan langsung pelaksana perjalanan dinas.
Dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan
keuangan daerah, pemerintah daerah secara bertahap
meningkatkan akuntabilitas penggunaan belanja perjalanan
dinas melalui penerapan penganggaran dan pelaksanaan
perjalanan dinas berdasarkan prinsip kebutuhan nyata
(at cost). Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

Dalam penerbitan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- pejabat yang berwenang hanya dapat memberikan
perintah perjalanan dinas untuk perjalanan dinas dalam
wilayah jabatannya;

- dalam hal perjalanan dinas ke luar wilayah jabatannya,
pejabat yang berwenang harus memperoleh persetujuan/
perintah atasannya.

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR



